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BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 27 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  BAGI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan 

pembangunan, dan kemasyarakatan sejalan dengan 

perkembangan jaman dewasa ini, maka untuk 

implementasinya diperlukan tertib administrasi, 

penyelesaian tepat waktu dan pelayanan yang baik; 

b. bahwa guna menunjang pelaksanaan  dan  penyelesaian  

tugas-tugas sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan 

semangat kerja dan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil 

melalui pemberian tambahan penghasilan berdasarkan 

beban kerja;   

c. bahwa  sesuai  ketentuan   Pasal   63   ayat   (2)  

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 

39  ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kriteria pemberian 
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tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  

dimaksud  pada  huruf a, b, dan c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pemberian 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 

Anggaran 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang   Nomor  23   Tahun  2014   tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana 

telah diubah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 52 Tahun 

2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1893); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 

2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014  

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan   Nomor 40); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN 

TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal 1 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Pegawai 

Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Magetan 

 

Pasal 2 

 

Dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan motivasi 

serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, 

Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan 

berdasarkan beban kerja. 

 

Pasal 3 

 

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 mencakup Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil yang tercantum dalam Daftar Gaji Bulan Juni 

2016. 

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 termasuk Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari daerah 

lain yang pada bulan Juni 2016 sudah ditetapkan 

menjadi Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan tugas di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana dimaksud  dalam  

Pasal  2  tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang sudah 

mutasi ke luar daerah, namun masih tercantum dalam 

daftar gaji bulan Juni 2016. 

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan 

sementara. 

 

Pasal 4 

 

(1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada 

bulan Juni 2016. 
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(2) Dalam hal pemberian tambahan penghasilan belum 

dapat dibayarkan pada bulan Juni 2016, pembayaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah 

bulan Juni 2016. 

 

Pasal 5 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian 

tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur 

dalam Peraturan Bupati yang terpisah. 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

Ditetapkan di   Magetan 

pada tanggal                 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

 

 

S U M A N T R I 

 

 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal   

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

 

                

                             SUTIKNO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR  


